
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOh,{OR 42 'TAHUN 2A23

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMA?ERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2423

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksalakan ketentuan PasaL l i Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2A23, perlu menetapkan Peraturari Gubernur tentang

Penjabaran PeruLrahal Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A23;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO7

I{ornor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a296l;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentaLg

Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawaLr Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia

Nomor a4OO|;

Mengingat



5.

6.

B.

9.

10.

a--L-

Undalg-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunarr Nasional (L,embaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

I".rndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Peneerinta-han Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t.e1ah

cliul:ah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Te*lun

2A22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unclang

{Lembaran l\egara Republik Ind.onesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Huh'ungan

Keuangax antara Pernerinta]: Pusat dar: Pemerintah Daerah

{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

Ur.:.dalg-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-Undang lt{omor 2

Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lemi:aran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor

41, TamLrahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2A23 tentang Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun '2A23 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 686a);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentar:g

Sistern Inforrnasi Keuangal Daerah (Lembaral Negara

Republik indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

Lembar"an Negara Republik Indonesia Nomor 457{}l

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah {Lembaran Negara RepuLr}ik Indanesia

Tahun 2O7O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keualgan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614):

Peraturam Pemerintah Nomor 12 Tahr-rn 2A17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daer:ah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A77

Ncmor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

l{omor 60a1};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan d.an Administrarif Pimpinan dan Anggota Deu.an

Perltrakila;: Ra$'31 Daerah ilembaran Negara Republik

Ineionesia Tai:.un 2ilL7 Norrrar 106, Taml:aha:r Lerrrbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2A23

tentang Perubaha-n Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2Ol7 t*-ntang Hak Keuangan dan Administratil
Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

68a7|;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gui:ernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat {Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2Al8 Nomor 109, Taml:ahaa Lem'naran Negara

Republik Indonesia Nomor 662a\;

Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2Alg tentang

Pengelolaari Keuangan Daerah {Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2A19 Nomor 42, Ta;r:baj:an Lemba:"atr

Negara Republik Indonesia Nomor 6322}:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2A23 tentzurg

Pengelolaan Transf,er ke Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2A23 Nomor 100, Tambahan Lembaran
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Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daera.h Tahun Anggaran 2A23 (Berita Negara

Republik indonesia Tahun 2A22 Nomor 9721;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2422 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prorrinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2A22 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 64i;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARA,N PERUBAHAN

ANGGARA,I{ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

18.

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintakran Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahal oleh

Pemerintah Daerah Can Der,r.an Perrvakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dala"m sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud da-lam Undang-undang Dasar Negara R.epublik Indonesia Tahun

1q45.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusalr pemerintahan

yaflg menjadi kewenangan daerakr otonom.

Kepala Daerah yaflg selanjutn;ra disebut Cubernur adaiah Gubernur

Sumatera Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutn5ra disingkat APBD

adalal: rencana keuangan ta-hr-rnan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersi.h dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

4.+.
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Pengeluaran Daerah adal"ah uang ya:rg keluar dari kas Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajibari Pemerintah Daerah -yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaal.

i0. Pembiayaan ada-lah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atari

pengeluaran yang aka:: diterima kembaii. baik pada tahun anggarall

berkenaan mau.pun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah tahun anggaran 2A23 semula sebesar

Rp.14.323.522.513.391 bertambah sebesar Rp. 7.124.3i4.895.866 sehingga

menjadi Rp. 15.447 .837 .4A9.257 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

Rp. 1 3.458 .522.51 3.39 1

Rp. 9L7.*4.484.016

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 14.375.662.997 .4A7

2. Belanja daeral:

a. Semula

b. Bertambah

a. Semula

b. Bertambah

Rp. 14.273 .522.51 3.39 1

Rp" 1. 1 18.314.895.866

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1i Semula Rp. 865.000.000.000

2i Eertambah Rp. 2A7.i74.411.850

Jumlah penerimaan pernbiayaan

setelah perubahan

b. Pengellrarall pembiayaan

1i Semula Rp. 50.O0O.O0o.ooo

2i Bertambah Rp. 6.000.000.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp.

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.

Rp. 15.391.837.409.257

Rp. 7.O72.174.411.850

56.OOO.000.O00

1.015.774.411.850



3. Lampiran III

4. Lampiran IV
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Pasai 3

Uraial lebih lanjut Per*ubahan Anggaran Pendapatan dan Belan-ja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkar:. dari Peraturan Gubernut'ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perr.baharr APBD Yar:g Diklasifikasi

Menurut Kelompok, ,Jenis, Objek, Rincian Objek,

Per-rdapatan, Beianja, dan PemLriayaan;

Penjabaral Perubatran APBD Menurut Urusan Pemerintaha-n

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Can Besaran

Hibah;

Dafta:- Nama Penerirna. Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;

2. Lampiran 1I

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besara::

Bantuan Keuangan:

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bagi Hasil Pajak Daerah;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Suir

Kegiatan, Kelompok, Jenis, OLrjek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertar:rbangan Gas AlamlTambaharl DBH-L,{inyak dan Gas

Bumi Menurut Ur-usan Pemerintahan DaeraLr, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, C)tljek,

Rincian Objek, Penrlapatan, Belanja dan Pemhriayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Ta:nbahan Infrastruktur Menurut Urusarr

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Suit

Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Ol-'jek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dal Pembiayaan;

10. Larnpiran X Sinkronisasi Kebijal<an Pemerintah Provinsi/Kabr-rpatenf

Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas

Ferba-tasan Negara.
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Pasal 4

Peiaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peratr-rran

Gubernur ini dituangkan lebih ianjut dalam dokumen pelaksanaal anggaran

satuan keqja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 31 Agustus 2A23

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 3 i Agr-rstus 2O23

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAER{H PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A23 NOMOR 43

PEMBiNA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

Saiinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO


